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RINGKASAN 
 
 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang meliputi (a) mengidentifikasi, 
mengklasifikasi, dan menganalisis qualifikasi tindak pidana, yang diatur dalam pasal 
61 ayat (1) huruf b dan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang No 12 Th 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman, (b) mengimplementasi dan menganalisis 
ketentuan tindak pidana, yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan pasal 61 ayat 
(2) huruf b Undang Undang No 12 Th 1992 tersebut, dan (c) mengidentifikasi, 
menganalisis, dan merumuskan rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan 
sertifikasi benih tanaman dalam Rancangan Undang Undang tentang Perubahan 
Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang No 12 Th 
1992. Oleh karena itu, metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam 
penelitian ini, yang meliputi pendekatan peraturan perundang undangan atau statute 
approach, pendekatan konsep atau conseptual approach, dan pendekatan kasus atau 
case approach. 
Substansi dalam penelitian ini, adalah sebagian dari substansi penelitian desertasi, 
yang meliputi (a) konsep sertifikasi benih tanaman; (b) konsep tindak pidana yang 
terkait dengan sertifikasi benih tanaman; dan (c) kebijakan legislasi melalui 
rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Dalam 
hal ini, penemuan konsep tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman 
melalui teori pembentukan hukum atau rechts forming dan teori penemuan hukum atau 
rechts vinding terkait dengan teori sifat melawan hukum, yang ditunjang dengan 
keberadaan asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang 
undangan, antara lain asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas bidang 
hukum tertentu dalam peraturan perundang undangan di samping asas kebijakan 
hokum dalam peraturan perundang undangan, antara lain kebijakan nasional, 
kebijakan umum, kebijakan pelaksana, dan kebijakan teknis. Dengan demikian, 
penelitian diarahkan pada penyusunan rancangan undang undang melalui kegiatan 
rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Dalam 
hal ini, rekonseptualisasi atau penemuan konsep tindak pidana yang terkait dengan 
sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Perubahan 
Undang Undang No 12 Th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang lahir 
sebagai harapan untuk adanya prinsip prinsip keadilan, demokratis, berwawasan 
lingkungan, dan berkelanjutan. 
 
 
 



 
 

SUMMARY 
 
 
Goals to be achieved in this research, which include (a) identify, classify, and analyze 
the qualifications of crime, as stipulated in article 61 paragraph (1) letter b and Article 
61 paragraph (2) letter b the Act No. 12 Th 1992 Cultivation System, (b) implement and 
analyze criminal provisions, as stipulated in article 61 paragraph (1) letter b and Article 
61 paragraph (2) letter b the Act No. 12 Th 1992, and (c) identify, analyze, and 
formulate rekonseptualisasi crime related to the certification of seed crops in the Draft 
the Act on Amendment of Article 61 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) 
letter b the Act No. 12 Th 1992. Therefore, the method of approach to the problem 
which is used in this study, which includes the approach to the laws and regulations or 
the statute of approach and approach conseptual concept or approach. 
The substance of this research, is part of the substance of the dissertation research, 
which include (a) the concept of crop seed certification, (b) the concept of crime 
associated with the certification of seed crops, and (c) policies through 
rekonseptualisasi criminal legislation relating to seed certification plant. In this case, 
the discovery of the concept of crime associated with the certification of seed plants 
through the establishment of legal theory or theories rechts vorming and legal 
discovery or finding rechts associated with the theory of nature against the law, which 
is supported by the existence of the principle of legal principle and legal policy in the 
laws and regulations, among others the principle of formation, the principle of 
substance, and specific areas of law principle in the laws and regulations in addition to 
the principle of legal policy within the laws and regulations, including national policy, 
public policy, policy implementers, and technical policy. Thus, research directed at the 
preparation of draft laws through criminal rekonseptualisasi activities related to the 
certification of seed plants. In this case, rekonseptualisasi crime or the discovery of 
concepts associated with the certification of seed crops, which is set in the Draft the 
Acts Amendment No 12 Th 1992 on Plant Cultivation System, which was born as a 
hope for the principle of fairness, democratic, environmentally, and sustainable. 
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